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Menimbeng: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (21

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2Ol4 tenteng Femerintahan
Daeratr, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
deagan Feraturan Kepala Daerah;

b, bahwa Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Iampung Tahun 2022 memuet nancsngan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, scrta rencatra kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinei Lampung Tahun 2Ol9-
2024, Rencana Kefa Fernerintah (RI{fl dan program strategis
nasional yang merupakan satu keeatuan dalam Sistem
Pereneanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa Rcncana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinei
l".ampung Tahun 2022 memuat arahan kepada Ferangkat
Daerah di lingkungnn Pemerintatr ProvinEi lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi
dan misi pembangunan Provinei lampung serta menjadi dasar
pen5rusunan Kebijalcn Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementere (PPAS) sebsgai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan darr Belanja
Daerah (R-APtsD) Tbhun 2022;

d. trahwa berdasorkan pertimbanean scbaeairnana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut di dtas, perlu
disueun Rencsno I{erja germerintah Daerah (RKpD} Pr,ovinsi
La.mpung TahIJt 2Q22 dan menetapkannya d€f,rgan Fsraturan
Gubemur lampung;

1. Undang-Undang Homor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Feraturan Fsm€rintah peBgganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tenteng pembentukan Daerali Ingkai I l_ampung
dengan mengubah Uadang-Undang Nomor 25 fafrun lgsi
tentant Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Sel,atan
menjadi Undang-Undang;
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13. Peraturan Merrteri [clqrn l{sggri Nomor 9O Tahun 2Ol9 tentang
Klasiiikasi. Kodcfikasi dan Nomcnklatur Perencanaan
Pembangunan den Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentant Laporan dan Evaluasi Perryelenggaraan
Femerintehan Daerah;

15. Peratumn Menteri Dafam NegEri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoma.n Telicris Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l7 Tahun 2021 tentang
Fedorrlrn PenJrusurren Rencana Kefia Femerinta,h Daerah
Tahrn2O22;

17. Peraturan Daerah Provinsi l.arnpung Nomor 6 Tahun 2OO7

tenteng Rencsna Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) hovinoi Lampung Tahun 200$2025;

18. Peraturan Daerah Pnovinsi Iampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah Provinsi
Lampung;

19. kraturan Daerah hovinsi la:npung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Prqvinsi Lampung Tahun 2O19-2O24;
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Dalam ftraturan Gubernur ini yang dtnaksud dengan:

1. Daerah adatah kesatuan masyaralet hukum yang
mempunyai bateo-batas wilsyah yang b€rwenang meneBtur
dan mengurua ulusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat Eetcmpat menurut pralarsa scndiri bcrdasarkan
aspirasi masyarakat dnlam sistem Negara Keratuan Republik
Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebesei unsur
penyelenggiara Femerintahan Daerah yang memimpin
pelakeanaaa uruaan Femerintahan yang merrjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur I arnpung.

4. Dewan Penpakilan Rakyat Daereh yeng selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat d,aerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggane Pemerintahan
Daerah.
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adda}
unsur pembantu kepala daerah dan DPRD delem
penyelenggaraan Urusan Femerintahan yang menjadi
kewenangan Daereh.

6. Rencana Fembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
dioingkat RKPD adalah dokumen pcnencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun,

7. en&3aran Fendapa.tan dan Betanja Daerah yang selaqiutnya
disinikat APBD adalah r€ncana keuangan tahunan Daerah
yeng ditetapkan dengan Perda.

E. Kebijakan Umum APtsD yang selar{utnya disingkat KUA
adalah dokumea yeng memuat kebtiakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendaaarinya
untuk periode 1 (aatu) tahun.

9. Prioritae dan Plafon Anggaran Se.rnentara yang Eelanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan pa.tokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Ferangkat Daerah
untuk eetiap pmgram sebagai acuErn dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Rencana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daeratr untuk periode l(satu) tahun.

ll.Rencana Kerja dan Anggaran Perang!<at Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adeleh dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapa.tan, rencana
belanja program dan kegiatan Peranglat Daerah aerta riencana
pembiayaan eebagai dasar pe'nyusunan APBD-

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang rlilakranakaq oleh Perangkat Derah
ateu masyerakar, yang dtkoodinastkan oleh pemerintah
daerah untuk mencapa.i easaran dan tujuan pembangunan
daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
setu ateu beberapa Perangkat Deerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran tcrukur pada suatu prqram, dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa pertonil (sumber daya manuria), barang modal
f,erlltaaux. peralataa oan teRnorogl, o8lta, alau komDlnaal (lan
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebaCai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalem
ttcntuk barang/jr sa.

14. Laporan kinerja adalah laporan berisi hasil dari pelaksanaan
suatu kegiatan atau pekerjaqn perseorengen atau perusahaan
atas penEgunaan anqBran: Juga merupakan laporan yang
menggamba*an perbantlingan antera hasil V*gsesungguhlya dari rencana yang dibuat dota,,, 

"r."tanggaran yang telah disusun sebelumnya.
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Perl 2

(1) RKPD Prorrinei l-ampung Tahun 2022 terdiri dari:

a. Duku I : tcntang ga.mbaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi
mal$o, arah kebijakan keuang;an daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan
pendanaan;

b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah
Proinsi L,ampung;

(2) RKPD $ebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2O22 peride tanegal I Januari
2022 dat beraktrir sampa.i dengan tanggrl 31 Desember 2O22-

Peral 3

(1) RKPD Prorinsi Lampung Tahun 2O22 menjadi landasan penpeunan KUA
APBD ProyinBi lampung dar PPAS Talna2o22;

(2) RI(PD sebagXimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Fedoman begi Perangkat Daerah dalam meflJrusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Eenja PD) Tahwn 2O22:

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupa.ten /Kota dalam menyusun Retcana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) IhbupatenlKota Tahun 2O22; darr

c- Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menlrsun Rzrncangan
APBD Provinsr lampung tahun 2022.

*m.l 4

Dalam melekukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RIGD Provinsi
Lampung Tahun 2022.

Dalam rangka petralsanaan ,".r"rrrffif; o.rl "rr****r, ditetapkan hal-hal
sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daemh membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tontang keluaran
kegiratan dan indikator kinerja masing-masing protrarn;

b' Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepa.da Gubemur
Lampung melalui Bap@a provinsi lampung 14 (ernpat beras) hari setelah
berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan

c' l,aporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasikine{a pelaksanaan pembangunan perangkat Daerah pada anggaran tahun
benkutnya.
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Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkandi Telukbetung
pada tanggal 30 JUN I 2021

GUBERI{T'R LAMPUNG,

ARIITAI, DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 JUNI 2021

SEKRETARIS SI LAMPUIYG,

DARIUINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.23
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